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Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 tertangga] 10
September 1987 yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1988, sebagai berikiut:

A. Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Huruf
Arab

Nama

Huruf Latin Keterangan
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alif
ba’
ta’
sa’
jim
ha’
kha’
dal
zal
ra’
zai
sin
syin
sad
dad
ta’
za’
’ain
gain
fé"
qaf
kaf
lam
mim
nun
wawu
ha’
hamzah

?

ya

Tidak dilambangkan

s (dengan titik di atas)

h (dengan titik di bawah)

7 (dengan titik di atas)

s (dengan titik di bawah
d (dengan titik di bawah
t (dengan titik di bawah)
z (dengan titik di bawakl)
koma terbalik

apostrof
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B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah ditulis rangkap

Contoh
JH ditulis Nazzala
dyy ditulis Rabbuka

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan
sebagainya.

Contoh:
d,8 ditulis Qadariyyah
il ditulis Umayyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah tersprap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain, ditulis “t”.

Contoh:
3 giall 43y Al ditulis al-Madinatul Munawwargh
da Sl Al ditulis al-Makkatul Mukarrom,

D. Vokal Pendek

Fathah ( ) ditulis “a”: kasrah ( ) ditulis “i” dan dammabh ( ) ditulis

€693

u”,
E. Vokal Panjang

“A” panjang ditulis “ a™, “i” panjang ditulis “ 1 “ dan “u” panjang ditulis * u “
Contoh:

J&@ ditulis Qala
el ditulis Tafsir
asle ditulis ‘Ulum
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Fathah + Ya’ yang mati ditulis “ai” dan fathah + wawu mati ditulis “au”
Contoh:
pgle ditulis ‘Alaihim
Sigd ditulis al-Kausar

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof
Contoh:
a.ﬁﬂ ditulis a’antum

Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diitkuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.
Contoh:
il ditulis al-Qadr

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, “I” diganti dengan menggunakan hurﬂ’
Syamsiyyah yang mengikutinya,

Contoh:
s ladl ditulis as-Sama’
uadl ditulis asy-Syams
Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang disempurnakan (EYD)
Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapnya dalam rangkaian tersebut

Contoh:
.. al-F alAfah al-Islamiyyah
ooLay diutiy gru'g atau

al-Falsafatul Islamiyyah
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ABSTRAK

Dalam setiap fase politik Indonesia, tarik ulur antara kekuatan Islam
politik dan nasionalis sekuler selalu menjadi realitas yang tidak bisa dihindarkan.
Di masa Orde Lama, beberapa element Islam politik tidak hanya menggunakan
cara-cara konstitusional untuk mengimplementasikan gagasan mereka tentang
hubungan agama dan politik, namun cara-cara kekerasan Jjuga pernah dijadikan
metode perjuangannya. Demikian pula di masa Orde Baru, eksperimentasi
gagasan Islam politik juga direalisasikan dengan cara-cara yang sama.
Bergulinya reformasi pada 1998 yang menjanjikan kebebasan dan partisipasi,
menjadi harapan baru untuk membangun 19.:11 bernegara yang demokratis.

Penelitian ini mengulas respon politik kelompok kepentingan yang
beroposisi secara ideologis terhadap negara. Oposisi ideologis tersebut tercermin
dalam gagasan gagasan politik Majelis Mujahidin Indonesia, yakni tentang
hubungan agama dan negara, negara Islam, syariat Islam, syuro, khilafah, serta
kepemimpinan perempuan. d

Ketertarikan peneliti terhadap MMI setidaknya memiliki beberapa alasan
strategis, pertama, MMI adalah salah satu ormas Islam yang memiliki orientasi
politik yang konsisten terhadap nilai perjuangannya. Kedua, keberadaan MMI
dalam politik Indonesia sempat menimbulkan beragam spekulasi tentang
organisasi ini, diantaranya adalah tuduhan terkait dengan jaringan al-Qaedah.

Mengingat, reformasi telah memberi keleluasaan dalam aspirasi dan
partisipasi kepada semua element masyarakat, termasuk kepada kelompok oposisi,
maka skripsi ini akan membidik kecederungan respon kelompok oposisi —non
partai politik- dalam bargaining politik “melawan” negara.

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan _sejarah.
Pendekatan ini digunakan untuk mengurai perjalanan Islam politik dari masa Orde
Baru hingga masa reformasi. Sedangkan, metode yang digunakan adalah dalam
penyusunan skripsi ini adalah metode observasi dan interview.

Setelah melakukan penelitian, ditemukan: pertama, MMI merupakan
kelompok kepentingan politik yang dipengaruhi aspek agama sebagai basis
argumentasi politiknya, yang sudah terstuktur dalam sebuah lembaga formal
(kelompok kepentingan non asosiasional-institusional). Kedua, secara umum,
oposisi yang dilakukan MMI adalah oposisi yang beroperasi dalam sistem politik
yang ada sekaligus sebagai oposisi yang berpartisipasi aktif dalam pemerintahan
melalui aliansi atau koalisi dengan kekuatan politik lain,

X1i1



BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lengsernya Orde Baru dari panggung kekuasaan, masa transisi di
Indonesia dimulai dengan perubahan sosio-politik yang amat menentukan bagi
masa depan bangsa. Masa transist bagi Philippe C. Schimetter dicirikan sebagai
pergantian kekuasaan. Namun, pergantian kekuasaan otoriter kepada kekuasaan
yang lebih demokratis, tidak secara otomatis demokrasi telah berhasil
ditegakkan.'

Fase transisi ini ditandai dengan meningkatnya gejolak sosial-politik
sebagai  konsekuensi meningkatnya tuntutan terhadap partisipasi dan
pemberdayaan rakyat. Tuntutan tersebut biasanya selalu diiringi dengan
meningkatnya tuntutan lain, yaitu tuntutan terhadap pengakuan indentitas khusus
atau komunitas-komunitas asli. Di beberapa wilayah, tuntutan tersebut berupa
penegasan akan warisan budaya, bahasa atau etnis khusus. Sedangkan dalam
kasus lain, tuntutan itu berupa penegasan keabsahan suatu pesan keagamaan atau
tradisi.

Di Indonesia sendiri -negara yang berpenduduk mayoritas adalah
beragama Islam-, setelah rejim otoriter Orde Baru lengser, tuntutan akan
pengakuan indentitas agama, khususnya Islam muncul dengan sangat kuatnya.

Hal ini ditandai dengan munculnya kembali idiom dan simbol-simbol politik

' Guillermo O’Donnel dan Philippe C. Schimetter, Zransisi Menuju Demokrasi, terj.
Hartono (Jakarta: LP3ES, 1993), him. 6.



Islam dan orientasi struktural dalam meng-Islamkan masyarakat, atau dalam
bahasa Azzumardi Azra disebut sebagai “Islam Politik™ 2

Pada masa reformasi, gerakan yang memiliki orientasi Islam politik bisa
dikategorikan berdasarkan dua tipikal gerakan. Pertama, adalah gerakan yang
bergerak pada wilayah struktural atau wilayah politik. Koentowijoyo mencatat
terdapat 11 partai dari 48 partai peserta pemilu 1999 yang menyatakan sebagai
partai Islam, seperti, PUIL, PKU, Partai Masyumi Baru, PPP, PSII, PSII 1905,
Masyumi, PBB, PK, PNU, PP.} Kedua, adalah gerakan kultural, atau Organisasi
Kemasyarakatan (ormas) Islam dengan karakter pemikiran dan ide gerakan yang
formalistik, militan dan radikal.* seperti Majelis Mujahidin Indonesia, Forum
Komunikasi Ahlu Sunnah wal Jama’ah (FKAWJ) yang lebih dikenal dengan
sayap para-militer Laskar Jihad, Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir, dan
kelompok lainnya. Gerakan ini mampu menjadikan Islam kembali sebagai faktor
penting dalam perubahan politik nasional.

Dengan tingkat komitmennya terhadap Islam dan daya jelajah yang cukup
besar di masyarakat, gerakan Islam politik memiliki kekuatan yang cukup
signifikan untuk menekan rejim kekuasaan agar lebih aspiratif terhadap umat
Muslim. Slogan yang sering dikumandangkan antara lain, al Qur’an dan hadits
secara literer telah menyediakan sepangkat aturan hukum yang berlaku tidak

hanya pada level individu, namun Juga meliputi hubungan masyarakat hingga

? Azzumardi Azra, “Islam di Tengah Arus Transisi Menuju Demokrasi” dalam Abdul
Mu’in (ed.), Islam di Tengah Arus Transisi (Jakarta:Kompas, 2000), him. xiii-xiv.. Istilah lain dari
gerakan ini adalah yang disebutkan oleh Olivier Roy sebagai gerakan Islamisme. Olivier Roy,
Gagalnya Islam Politik, terj. Harimurti dan Qomaruddin SF (Jakarta: Serambi, 1992), him. 48.

. Kuntowijoyo, “Peta Politik Bagi Umat Islam” dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin
(ed), Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 Sampai
Pemilihan Presiden (Jakarta: Alvabet, 2000), hIm. 89.

* Khamami Zada, Islam Radikal; Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di
Indonesia (Jakarta: Teraju, 2002), him. 78.
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negara, mengembalikan identitas kepemimpinan lama, serta orientasi politik yang
mengutamakan keterikatan pada fomalisme ideologis teks “Islam politik™.

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada fenomena kebangkitan Islam
masa reformasi, penulis tertarik untuk mengamati Majelis Mujahidin Indonesia
(MMI). Pilihan atas MMI setidaknya memiliki beberapa alasan strategis. Pertama,
MMI dipandang sebagai kelompok Islam yang aktif dan memiliki pola dan format
gerakan yang relatif stabil dan terarah dibanding kelompok lain, semisal FKAWJ
dengan Laskar Jihad-nya yang dirasa hanya gerakan reaksioner temporer serta
tidak memiliki visi dan misi yang kuat. Pertimbangan kedua, MMI lebih memiliki
konsistensi perjuangan dibanding kelompok Islam lain, semisal FPI yang
diindikasikan sebagai perpanjangan tangan militer.” Konsistensi MMI juga
diperlihatkan dengan menjauhi isu-isu politik parsial dan sementara, seperti reaksi
terhadap kenaikan BBM, reaksi terhadap pemilu dan isu parsial lain sebagaimana
diperlihatkan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sikap konsisten MMI
tampak pada pandangan mereka dalam menilai bencana (krisis nasional) yang
terjadi. Bagi MMI bencana nasional bukanlah karena hal yang bersifat regulatif
dan parsial, namun karena hal yang mendasar, seperti asas negara dan sistem
kenegaraan yang diberlakukan sejak republik ini berdiri.

Majelis Mujahidin Indonesia adalah sebuah organ aliansi penegakkan
syariat Islam yang dideklarasikan di ‘Yogyakarta melalui Kongres Mujahidin I
pada 5-7 Agustus 2000. Kongres yang membidani kelahiran MMI juga
melahirkan “Piagam Yogyakarta”. Dalam piagam tersebut tertera beberapa seruan
penting umat muslim untuk keluar dari krisis multidimensi, antara lain

menegakkan syariat Islam, menolak ideologi yang bertentangan dengan Islam,

* Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, Politik Syariat Islam; Dari
Indonesia Hingga Nigeria (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), him. 72-76.



membentuk kesatuan mujahidin, membentuk khilafah islamiyyah, seruan untuk
berdakwah dan berjihad.® Piagam Yogyakarta inilah yang kemudian menjadi
dasar gerakan MML

Nama Majelis Mujahidin Indonesia populer bagi publik Indonesia sejak
organisasi ini diindikasikan terlibat dalam jaringan al Qaeda, ‘pimpinan Osama
Bin Laden. Dalam laporan Internasinal Crisis Group (ICG), MMI adalah “mesin
politik” Jama’ah Islamiyah di Indonesia, sebuah organisasi Islam radikal yang
beroperasi di kawasan Asia Tenggara, dan menjadi dalang serangkaian kekerasan
yang terjadi di berbagai negara sejak 1999.” Di Indonesia, aksinya mulai tercium
sejak bom natal pada 2002 yang meledak secara beruntai dari Medan, Jakarta,
Bandung, Ciamis, hingga Mataram. Bagi ICG, antara al Qaeda, Jama’ah
Islamiyah dan MMI terjadi peleburan kepemimpinan, aksi dan pendanaan secara
efektif®

Tidak banyak yang bisa diketahui tentang asal muasal (geneologi) dan
jaringan MMIL, misalnya dalam laporannya ICG menyebutkan bahwa MMI
bermula dari jaringan yang disebut dengan “Jaringan Ngruki”. “Ngruki” diambil
dari nama sebuah desa di mana pesantren Al Mukmin berlokasi. Pesantren ini
didirikan oleh 2 tokoh yang disebut-sebut sebagai pemimpin Jama’ah Islamiyah
yaitu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir. Jaringan Ngruki tersebut
bercirikan loyal kepada Pondok Ngruki dan 2 pendirinya, berpegang teguh kepada

perjuangan Darul Islam yang muncul pada tahun 1947-an, bercita-cita mendirikan

% Fauzan al-Ansori, Saya Teroris? (Sebuah Pledoi) (Jakarta: Republika, 2002), hlm. 66-
67.

7 Asia Briefing, “Al-qaeda in Southeast Asia: The Case of the “Ngruki Network
Indonesia” dalam  Atip:/www.polarhome.com.pipermail-nasional-d/2002-October/000069. him!
download 6 Februari 2005, him. 1.

# Anugerah Perkasa, “Hari-Hari Markaz; Majelis Mujahidin Indonesia Dalam Isu Syariah
Islam dan Terorisme” dalam Partan, Edisi Desember 2003, hlm. 17.



negara Islam dengan cara membangun komunitas'Islam dan sebagian besar dari
jaringan tersebut aktif dalam MMIL’

Keterangan yang tidak jauh berbeda dengan laporan ICG adalah hasil
penelitian Rohan Guratna dalam buku “/nside Al Qaeda; Global Teror of
Network”. Guratna menjelaskan bahwa Jama’ah Islamiyah (JI) merembes masuk
melalui organisasi militan di dua negara yaitu di Malaysia dan Indonesia. Di
Malaysia, al Qaeda berfusi dengan Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) dan di
Indonesia, al Qaeda berfusi dengan Majelis Mujahidin Indonesia. '

Kedua temuan dalam laporan tersebut dibantah oleh Abu Bakar Ba’asyir,
yang menjabat sebagai Amir Majelis Mujahidin Indonesia. Ba’asyir menjelaskan
bahwa “Jaringan Ngruki” hanyalah rekayasa Sidney Jones, peneliti yang
bertanggung jawab atas laporan ICG." Ba’asyir juga menolak anggapan rencana
MMI untuk mendirikan negara Islam Nusantara'? seperti dituduhkan ICG dan
Guratna. Dalam wawancaranya dengan wartawan tabloid “Adil”, Ba’asyir
menegaskan bahwa perjuangan MMI adalah untuk menegakkan syariat Islam,
bukan untuk mendirikan negara Islam seperti yang dituduhkan ICG". Sejak itu,
nama Majelis Mujahidin Indonesia menjadi ikon gerakan Islam yang
kontroversial. Lebih khusus lagi, tuduhan itu dialamatkan terhadap Abu Bakar
Ba’asyir, yang saat itu menjabat Amir MMI yang juga disinyalir sebagai Amir

Jama’ah Islamiyah.

® Asia Briefing, loc. cit.

' Rohan Guratna, Inside Al Qaeda; Global Network of Teror (New York: Columbia
University Press, 2002), hlm. 197-198.

" Irfan Suryahardi Awwas, Dakwah dan Jihad Abu Bakar Ba ‘asyir (Yogyakarta: Wihdah
Press, 2003), him: 48.

' Khilafah Islam yang terbentang dari Thailand Selatan, Singapura, Malaysia, Indonesia,
Kamboja, hingga Filipina Selatan. Asia Briefing, op. cit., him, 18.

" Irfan Suryahardi Awwas, op. cit.,, hlm. 50.



Terlepas dari kontroversi di atas, MMI merupakan salah satu ikon gerakan
Islam yang mengusung simbolisme Islam politik. Hal tersebut tampak dalam
beberapa gagasan politik mereka, khususnya tentang penerapan syariat Islam di
Indonesia menggantikan sistem hukum yang ada yang dipandang sekuler.
Gagasan politik lain adalah menerapkan sistem sywro menggantikan sistem
demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia, khilatah Islamiyyah, hingga menolak
pemimpin wanita yang mencuat ketika Megawati menggantikan Abdurrahman
Wahid sebagai presiden.14 Beberapa aspek tersebut menjadi tema penentangan
MMI terhadap kekuasaan negara.

Beberapa tema penetangan tersebut di atas muncul dengan tingkat
resistensi berbeda pada tiap rejim di masa reformasi -Habibie, Abdurrahman
Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono-. Menurut Dahl, reaksi
kelompok oposisi ditentukan juga oleh tingkat akomodasi rejim. Oposisi dalam
kontek ini tidak harus dimaknai sebagai tindakan konflik yang mengarah pada
perilaku destruktif, namun sikap oposisi adalah sebuah kenyataan konflik politik
yang seharusnya diselesaikan dengan cara yang demokratis. Untuk itu diperlukan
kejelian memandang kelompok-kelompok oposisi, -anarkhisme atau sekedar
penolakan pada dasar hukum/pembangkangan sipil-.

Kesalahan negara dalam memandang kelompok ini akan berakibat fatal
bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Seperti yang diungkapkan Dahl
“kecenderungan negara yang represif terhadap kelompok oposisi akan cenderung

mendorong terjadinya keributan, dan sebaliknya dengan rejim yang cenderung

'* Majelis Mujahidin Indonesia, Maklumar Majelis Mujahidin Tentang Presiden Wanita.
dikeluarkan 6 Mei 2005

'’ Robert A. Dahl, Demokrasi dan Para Pengkritiknya Jilid 1, terj. A. Rahman Zainuddin
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), him. 45.



akomodatif terhadap oposisi akan muncul stabilitas”.'® Dari sinilah, penulis

menemukan relevansi penulisan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah
Sebagai organisasi Islam politik, MMI memiliki kekhasan dalam konsep
tentang pemerintahan berdasarkan syariat Islam, yakni &hilafah. Maka dicurigai
terjadi pertentangan dengan pemerintahan negara yang sekuler.
1. Bagaimana bentuk oposisi MMI terhadap negara Indonesia?
2. Argumen politik apa yang melatar belakangi tarik ulur MMI
terhadap negara Indonesia?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Penelitian bertujuan untuk menemukan pandangan yang mendasari sikap
oposisi MMI
b. Penelitian bertujuan untuk menemukan bentuk oposisi yang dilakukan
MMI
2. Kegunaan Penelitian
a. Penelitian berguna untuk kajian Sosiologi, utamanya yang bergerak
dalam kajian gerakan politik.
b. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi positif dalam
membaca kecenderungan oposisi kelompok Islam politik di Indonesia

pada masa reformasi

'® Robert A. Dahl, Analisa Politik Modern, terj. Bayu Suryaningrat (Jakarta: Dewaruci
Press, 1980), him. 98.



D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penulis, tidak banyak tulisan ilmiah yang
membahas MMI. Salah satu literatur yang membahas MMI adalah yang ditulis
Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean dalam buku Politik Syariat
Islam; Dari Indonesia Hingga Nigeria. Kedua penulis lebih menekankan
pembasannya pada aspek pemikiran tentang penerapan syariat Islam yang
diwakili kelompok-kelompok garis keras Indonesia yang salah satunya adalah
MMILI. Secara global, buku ini mengajak pembaca untuk melakukan eksplorasi
pemikiran hukum gerakan garis keras di Indonesia hingga Nigeria.'”

Buku lain yang mengulas MMI adalah yang ditulis Khamami Zada. Dalam
bukunya yang berjudul Islam Radikal; Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis
Keras di Indonesia, Zada mengulas dengan cukup lengkap corak pemikiran yang
dikembangkan oleh ormas Islam garis keras, antaranya adalah MMI, Forum
Komunikasi Ahlu as Sunnah wa al Jama’ah (FKAWIJ), FPI, Hizbut Tahrir,
HAMMAS, Ikhwanul Muslimin, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI)
dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI).'® Sekalipun Zada menempatkan
MMI dalam kontek gerakan, namun dia kurang mengulas secara mendalam
tentang gerakan MMI secara spesifik. Hal tersebut tentu saja karena obyek yang
dikaji terlampau luas.

Terdapat juga skripsi yang ditulis oleh Mushonif. Dalam skripsi yang
berjudul /slam Sebagai Dasar Negara Menurut Majelis Mujahidin Indonesia,

Mushonif mendeskripsikan pandangan-pandangan MMI tentang negara.'”

' Taufik Adnan Kamal dan Samsu Rizal Panggabean, op. cit., him. 4-6.
'¥ Khamami Zada, op. cit., him. x-xi

¥ Mushonif, “Islam Sebagai Dasar Negara Menurut Majelis Mujahidin Indonesia”,
Skripsi, Fakultas Ushuluddin TAIN Sunan Kalijaga, 2003.



Kelemahan karya ilmiah ini adalah pada analisis gagasan dan gerakan yang tidak
ditemukan dalam karya tersebut.

Secara spesifik untuk membedakan penelitian ini dengan beberapa literatur
yang disebut di atas adalah pada perspektif yang digunakan peneliti. Peneliti
meletakkan MMI sebagai kelompok kepentingan politik yang beroposisi dengan
negara Indonesia. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah menguak bentuk
oposisi kelompok kepentingan dalam menyikapi negara, sekaligus untuk

mempengaruhi kebijakan negara agar sesuai dengan kepentingan mereka.

E. Kerangka Teori

Demokrasi adalah sebuah sistem politik yang pertama kali muncul di
kalangan masyarakat Athena, Yunani pada paruh pertama abad 5 SM. Istilah
demokrasi, mempunyai berbagai pengertian dalam penggunaan kontemporer.
Secara teknis, demokrasi diartikan sebagai sistem kekuasaan dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat. Kebalikan dari sistem ini adalah otoriter, yaitu sistem
pemerintahan yang tidak menempatkan rakyat sebagai sentrum kedaulatan,
pelaksanaan dan tujuan dari negara. Dalam sistem yang otoriter kekuasaan
dikuasai oleh satu atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan penuh dalam
memutuskan, melaksanakan dan memperoleh keuntungan dari kekuasaan yang
mereka miliki.

Dalam demokrasi ditemukan setidaknya tiga parameter utamanya, yaitu,
pertama, adanya kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas antara individu
dan kelompok organisasi (utamanya partai politik) untuk memperebutkan jabatan-
Jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif, pada Jjangka waktu yang
reguler dan tidak menggunakan daya paksa. Kedua, partisipasi politik yang

melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau
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kebijakan, sehingga tidak satu-pun kelompok sosial yang dikecualikan. Ketiga,
adanya kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers,
kebebasan membentuk dan bergabung ke dalam organisasi yang menjamin
integritas kompetisi dan partisipasi politik.*’

Salah satu parameter demokrasi yang disebut di atas adalah partisipasi,
namun tidak berarti demokrasi harus menyerap semua aspirasi yang ada. Dalam
masyarakat terjadi proses seleksi, tentang aspirasi siapa dan milik siapa yang pada
saat tertentu dianggap wajar diterima dalam sistem politik. D1 sisi lain, dalam
sistem politik tidak memberi tempat pada aspirasi individual, aspirasi yang
diperhatikan adalah aspirasi yang telah teragregasikan dan diartikulasikan dalam
suatu kelompok, yang bisa berupa kelompok partai politik, kelompok kepentingan
maupun kelompok penekan.

Dari ketiga kelompok politik tersebut, partai politik merupakan kelompok
yang paling potensial untuk mempengaruhi pemerintah dan legislatif sebagai
pengelola kebijakan, karena partai politik terlibat langsung melalui wakil-wakil
mereka yang duduk di jajaran legislatif maupun eksekutif yang dipilih melalui
pemilihan umum. Kelompok potensial yang lain adalah kelompok kepentingan.
Kelompok kepentingan didefinisikan sebagai organisasi yang terdiri dan
seckelompok individu yang meinpunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan
dan keinginan yang sama, dan mereka melakukan kerjasama untuk mempengaruhi
kebijakan pemerintah demi tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan

dan keinginan tersebut.’’ Kelompok yang memiliki potensi terendah adalah

% Mochtar Mas’oed, Negara, Kapital dan Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1994), him. 4.

*! Haryanto, Sistem Politik; Suatu Pengantar (Y ogyakarta: Liberty: 1984), him. 121.
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kelompok penekan. Rendahnya tingkat potensi kelompok ini adalah karena belum
teratur dan stabil, biasanya kelompok ini hanya bersifat sementara. 2

Lebih khusus lagi, Hrebenar membagi kelompok kepentingan ke dalam
tiga kategori berdasarkan keterlibatannya dalam pol-itik. Pertama, kelompok
kepentingan organisasi sosial dan non-politik yang ditandai dengan rendahnya
derajat interaksi dengan kekuasaan. Kedua, kelompok potensial yaitu kelompok
masyarakat dengan kepentingan yang sama, namun belum terorganisir. Ketiga,
kelompok kepentingan politik yaitu kelompok kepentingan yang secara aktif
terlibat dalam proses lobi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.”

Sementara itu, Almond dan Powell membagi kelompok kepentingan
berdasarkan perbedaan struktur, gaya, sumber pembiayaan dan basis dukungan.
Dengan perpektif ini, kelompok kepentingan bisa dibagi menjadi empat jenis.
Pertama, kelompok anomik yaitu kelompok kepentingan yang terbentuk secara
spontan dan hanya sementara karena tidak memiliki norma dan nilai yang
mengatur. Kedua, kelompok non-asosiasional yaitu kelompok yang serupa dengan
kelompok anomik yang tidak terstruktur secara permanen melalui nilai dan norma
yang baku. Kelompok ini diindentikan dengan ciri masyarakat tradisional, yang
dominan dipengaruhi oleh unsur tradisonal, seperti sentimen kesukuan, agama,
kedacrahan dan lain-lain. Ketiga, kelompok institusional yaitu kelompok
kepentingan yang sudah formal terlembaga yang memiliki anggota yang khusus

dan bertanggung jawab dalam kegiatan lobi. Keempat, kelompok asosiasional

2 Riswanda Imawan, “Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan di Indonesia
dalam Riza Noer Arfani (ed.), Demokrasi Indonesia Kontemporer (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
1996), hlm. 160-164.

2 Ronald J. Hrebenar dan Ruth K. Scott, Interest Group Politics in America (Englewood
Cliffs: Prentice-Hall, 1982), hlm. 4-5. Bandingkan: Robert Alain Dahl membagi derajat
keterlibatan kelompok kepentingan kepada dua bagian. Pertama, kelompok kepentingan aktif yang
terlibat dalam upaya mempengaruhi pemerintah. Kedua, kelompok kepentingan pasif yang tidak
melakukan upaya untuk mempengaruhi pemerintah. Robert A. Dahl (ed.), Political Opposition In
Western Democracies (London: Yale University Press, 1968), him. xix.
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yaitu kelompok kepentingan yang sudah terlembaga dan dalam mengolah gagasan
kepentingannya dikelola oleh tenaga profesional dengan prosedur yang teratur.?

Diantara empat jenis kelompok kepentingan yang dijelaskan Almond,
kelompok institusional dan asosiasional adalah kelompok yang paling potensial
dalam menyalurkan aspirasi kepentingan. Sebaliknya dengan kelompok anomik
dan nonasosiasional yang menempati derajat terendah dalam menyampaikan
aspirasi. Diantara kelompok asosiasional dan institusional, kelompok institusional
adalah kelompok yang memiliki kesempatan yang cukup luas untuk mendapat
dukungan dari masyarakat dibanding kelompok asosiasional. Hal ini disebabkan
aspirasi kelompok asosiasional sangat spesifik dan cenderung bersifat ekslusif
dalam hal pendukungnya.®

Secara teoritis, kelompok kepentingan adalah kelompok potensial
mengindentifikasikan dirinya sebagai kelompok oposisi. Fenomena ini adalah
karakter khusus sistem pemerintahan multipartai, dimana terjadi difusi
kepentingan politik secara radikal. Oleh karena itu, muncul banyak organisasi-
organisasi kepentingan politik di tengah-tengah masyarakat yang beroposisi
dengan melakukan kritik atas jalannya pemerintahan.”® Pola utama dari ketompok
oposisi dalam menyikapi pemerintah, biasanya diungkapkan jika kepentingan
kelompok oposisi tersebut tidak mampu diserap dan diakomodir oleh negara.

Sikap oposisi secara sederhana didefinisikan oleh Syaiful Mujani sebagai

sikap dan kekuatan politik untuk memperlemah atau bahkan menjatuhkan

* Mochtar Mas’oed dan Colin MacAndrews (ed.), Perbandingan Sistem Politik
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hlm. 54-56. ¢f. Gabriel Almond, “Kelompok
Kepentingan dan Partai Politik” dalam Sahat Simamora (ed.), Pembangunan Politik dalam
Perspektjf (Jakarta: Bina Aksara, 1985), him. 146-148.

» Rizwanda [mawan, op. cit., him. 165

% Robert A. Dahl (ed.), Political Opposition In Western Democracie. op. cit. him: xvi-
XVIL.



pemerintah.*” Lebih jauh, Eep Saefullah Fattah menjelaskan bahwa oposisi adalah
setiap ucapan atau perbuatan yang meluruskan kekeliruan tetapi tetap
menggarisbawahi dan menyokong segala sesuatu yang sudah ada di jalan yang
benar. Ketika kekuasaan menjalani kekeliruan, oposisi berfungsi mengabarkan
kepada khalayak kekeliruan itu sambil membangun penentangan dan perlawanan
atasnya. Sebaliknya, ketika kekuasaan menjalankan fungsinya secara benar, maka
oposisi menggarisbawahi sambil membangun kesadaran akan aksi publik untuk
meminta kelanjutan dan konsistensi dari praktik kebenaran tersebut.®® Dalam
bahasa politik Islam, oposisi adalah kegiatan yang menyerukan kepada kebenaran
dan melawan kemungkaran. Dalam kerangka inilah, Fahmi Huwaydi menjadikan
doktrin dalam surat ali Imran ayat: 3 sebagai landasan teologis kewajiban oposisi
bagi umat Islam.”

Setidaknya terdapat empat tema konflik dalam oposisi, yaitu: pertama,
adalah yang bercorak ideologis —keyakinan politik, yaitu oposisi yang disebabkan
perbedaan ideologis antara mereka yang memegang “ideologi negara” (dalam hal
ini aparat negara —rejim) dan pihak luar negara yang menganut ideologi berbeda
(vang berasal dari pihak masyarakat). Kedua, yang beroposisi dalam pandangan
politik —khususnya pandangan dan keyakinan mengenai bentuk negara dan
wilayah negara. Ketiga, adalah yang bersifat kepentingan (konkret) -terutama

menyangkut distribusi sumber daya. Keempat, oposisi yang dipicu oleh arogansi

?7 Syaiful Mujani, “Oposisi Islam”, dalam Republika, 27-28 Desember 1999.

?% Eep Saefulloh Fatah, Membangun Oposisi; Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa
Depan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm_ ix-x

% Fahmi Huwaidi, Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik
Islam, terj, Muhammad Abdul Goffar (Bandung: Mizan, 1996), him. 132.
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kekuasaan-akibat perbedaan jalan antara penguasa dan rakyat -atau korban sikap
penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya.”’

Dalam negara Islam atau mayoritas penduduknya adalah memeluk agama
Islam, fenomena oposisi biasanya lebih bersifat ideologis, utamanya dalam
merespon model pembangun politik negara muslim yang banyak meniru model
pembangunan di negara-negara Barat. Menurut Esposito, konflik ideologis
tersebut terjadi karena Islam merupakan agama yang komperhensif yang
memposisikan dirinya sebagai ideologi negara dan terkandung pula cara
pengaturan negara atau sebagai religio-political. 31 Oleh karena itu, dalam Islam
pemisahan agama dari negara dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Islam.*?

Sikap oposisi ini dapat dilihat pada gerakan Islam yang disebut oleh Voll
sebagai kelompok fundamentalis,” yaitu kelompok yang menekankan pada
kepatuhan yang kuat terhadap aturan keagamaan dan menolak unsur baru dalam
mengembangkan masyarakat Islam dan menganggap teks keagamaan, secara

literer, mengandung tata pengaturan yang komperhensif. Sementara itu, Youssef

% Muhamimin A. Ruslan, “Palagan Konflik”dalam Munir Mulkhan dkk (ed.),Kekerasan
dan Konflik; Tantangan Bagi Demokrasi (Yogyakarta: Forum LSM DIY dan Yappika, 2001), him.
44-46.

*! Jhon L. Esposito (ed.), Islam in Asia; Religion, Politics and Society (Oxford: Oxford
University Press, 1987), hlm. 12.

2 Nazib Ayubi, Political Islam: Religion and Politics in the Arab World (London:
Routledge, 1991) hlm. 5-7. ¢f Abdul Munir Mulkhan, “Syahwat Politik Kaum Santri” dalam
Kompas, 8 April 2005, hlm. 4-5.

¥ Jhon O. Voll membagi empat kategori gerakan Islam dalam memahami unsur modern
dan unsur Islam. Perfama, adaptionis yang mewakili keinginan untuk melakukan penilaian
terhadap perubahan dengan sikap yang pragmatis. Kedua, yaitu konservatif. Sikap konservatif ini
muncul secara khusus pada masyarakat Islam yang telah mencapai pretasi yang baik, yang pada
gilirannya memunculkan tuntutan untuk mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai. Kefiga,
adalah fundamentalisme yang menekankan pada kepatuhan yang kuat terhadap aturan-aturan
keagamaan dan menolak unsur-unsur baru dalam mengembangkan masyarakat Islam dan
menganggap teks-teks keagamaan adalah sistem pengaturan yang komperhensif. Perbedaan utama
kelompok fundamentalis dengan konservatif adalah: kelompok findamentalis tidak menginginkan
kerjasama dan lebih sering mengkritik dari pada mempertahankan kondisi yang ada. Mereka
menggunakan penafsiran literal terhadap al Qur’an dan hadits. Keempar adalah yang menempatkan
aspek-aspek personal dan individual sebagai aspek utama. Jhon O. Voll, op. cit.,, him. 53-56.
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M. Choueiri menyebutnya sebagai fundamentalisme radikal, yaitu gerakan Islam
tipikal abad 20 yang muncul sebagai reaksi terhadap hegemoni Barat.**

Sikap oposisi kelompok fundamentalis biasanya ditujukan kepada sikap
negara yang menerima konsep pembangun politik yang berkembang di Barat,
utamanya yang berkembang pada masa renaissance® seperti konsep negara
bangsa (nation-state), sekularisasi®® dan demokrasi. Kelompok inilah yang secara
ideologis berbeda dengan konsep negara yang dibangun oleh banyak negara-
negara Islam saat ini. Umat Islam dalam pandangan kelompok ini adalah
komunitas yang mengatasi wilayah geografis, dan pemisahan agama dari negara
adalah bertentangan dengan ajaran Islam serta sistem kedaulatan rakyat dalam
demokrasi bertentangan dengan Islam, karena kedaulatan dalam Islam adalah di
tangan Tuhan.

Sementara itu, Esposito yang membagi bentuk tingkah laku kelompok
fundamentalis berdasarkan interaksinya dengan negara. Dari perpektif tersebut,
Esposito menyimpulkan bahwa empat bentuk oposisi yang muncul dari interaksi
tersebut. Bentuk pertama, oposisi revolusioner terhadap sistem politik yang ada.

Kedua adalah oposisi yang diakui atau bekerjasama dengan beroperasi dalam

* Terma fundamentalisme bagi Choueri merujuk pada munculnya gerakan Protestan di
Eropa pada abad pencerahan. Karakteristik utama gerakan fundamentalisme Eropa adalah
pemahaman literer terhadap doktrin Bible. Dalam kontek Islam, karakteristik tersebut muncul pada
gerakan revivalisme yang muncul di Saudi Arabia pada abad 18, Reformisme yang merespon
kemunduran negara Islam dengan mencoba mengadopsi pengalaman yang berkembang di Barat.
Gerakan reformisme adalah gerakan khas yang muncul pada awal abad 19 hingga menjelang abad
20. Sementara Itu, Radikalisme adalah fenomena khas abad 20 yang ditandai dengan penentangan
terhadap segala sesuatu yang berasal dari Barat. Youssef M. Choueiri, Islamic Fundamentalism
(London: Pinter Publisher Limited, 1990), him. 9-10.

** Nazib Ayubi, ap. cit., him. 5

% Sekularisasi bagi Smith ditandai dengan; 1) pemisahan kehidupan sosial-politik
masyarakat dari berbagai ideologi keagamaan. 2) ekspansi kegiatan politik dengan melakukan
berbagai fungsi dalam bidang sosial-ekonomi yang semula dilakukan oleh agama. 3) transvaluasi
budaya politik dengan menekankan nilai-nilai politik sekuler, mengejar tujuan sesaat dan tidak
transendent serta lewat cara-cara yang cenderung rasional-pragmatik. Donald Eugene Smith,
Agama dan Modernisasi, terj. Machnun Husein (Jakarta: Rajawali, 1985), him. x.
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sistem polittk yang ada. Bentuk ketiga, partisipasi aktif dalam pemerintahan
melalui aliansi atau koalisi dengan kekuatan-kekuatana politik lain. Dan keempar,
kekuatan kontrol terhadap dalam sistem politik yang ada®’

Secara singkat, gerakan oposisi Islam yang dimaksudkan dalam tulisan ini
adalah gerakan Islam yang menentang penggunaan konsep dan model yang lahir
dari peradaban Barat yang banyak ditiru- atau bahkan- diadopsi oleh banyak
negara muslim. Pembelaan mereka terhadap kesatuan agama dan negara
dimanifestasikan dalam jargon politik bahwa Islam adalah agama yang sekaligus
negara, al-islamu huwa al-din wa al-dawlah. Pendek kata, dalam Islam
terkandung prinsip-prinsip fundamental yang representatif sebagai ideologi yang
total. Dalam paradigma seperti itulah perjuangan untuk mewujudkan negara
berdasarkan Islam dipandang sebagai suatu imperatif yang meniscaya bagi kaum

muslimin.

F. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian
yang menjadikan data lapangan sebagai sumber data utamanya.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
1. Sumber data
Untuk mempermudah dalam memperoleh data, peneliti
membagi data pada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.
a.  Sumber Data Primer
Data primer atau utama adalah data yang diperoleh

secara langsung dari obyek penelitian. Untuk memperoleh

7 Jhon L. Esposito dan Jhon O. Voll, Demokrasi di Negara-Negara Muslim; Problem
dan Prospek, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1999), him., 40.
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data ini, peneliti terlibat langsung dalam beberapa kegiatan

MMI serta wawancarai beberapa informan yang dipandang

representatif untuk menjelaskan MML

b.  Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka, yaitu

karya tulis yang ditulis oleh tokoh MML

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan
beberapa prosedur teknik pengumpulan data dalam penelitian,
antaranya adalah:

a. Teknik observasi atau pengamatan adalah tekhnik yang
digunakan dengan cara pengamatan dan pencatatan, baik
secara langsung ataupun tidak yang menonjol dari obyek
penelitian.3 8 Teknik ini digunakan peneliti dengan terlibat
langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan MMI

b. Interview atau wawancara secara sederhana dapat
didefinisikan sebagai tehnik memperoleh data melalui
tanya jawab atau wawancara.”’

3. Teknik Analisis Data

Data-data deskriptif yang bersifat kualitatif di atas setelah

dikumpulkan kemudian dianalisis oleh peneliti dengan teknik

eksplanasi, yaitu model pengolahan data dengan cara menganalisis dua

38 Hadari Nawawi, Melode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1998), him. 100

3 Ibid., hlm. 111.
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variabel (independent dan dependent variabel) yang diawali dengan
menganalisa variabel antencendent.”’

4. Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah
pendekatan sejarah (historis). Pendekatan sejarah menurut Nawawi
adalah pendekatan yang menjadikan peristiwa sejarah di masa lalu

untuk menjelaskan keadaan atau peristiwa yang terjadi saat sekarang.*!

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang disajikan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab. Pada
bab satu, yang merupakan bab pendahuluan, diuraikan mengapa topik ini ditulis,
apa masalahnya, tujuan dan kegunaannya, tinjauan pustaka, serta kerangka teori
dan metode apa yang digunakan dalam penelitian.

Berbicara tentang Islam, salah satu pendekatan yang juga harus digunakan
adalah pendekatan sejarah (historis). Pendekatan ini akan dipergunakan untuk
menjelaskan dinamika Islam politik dimasa Orde Baru yang mengalami tiga
tahapan penting; yaitu hubungan yang bersifat antagonistik, resiprokal kritis serta
hubungan akomodatif antara Islam politik dengan negara Orde Baru. Agar lebih
mengarah pada tema sentral penelitian ini, pendekatan sejarah juga akan
dipergunakan untuk menjelaskan runtuhnya singgasana kekuasaan Orde Baru
yang menandai munculnya era baru politik Indonesia, yaitu era reformasi. Era ini
ditandai dengan sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan negara, salah satunya
adalah bangkitnya Islam politik dengan sikap kritisnya terhadap negara. Beberapa

hal tersebut akan dijelaskan pada bab kedua penelitian ini.

% Goode dan Hatt, Methods in Social Research (New York: McGraw Hill, 1981), him.
355.

I Hadari Nawawi, op. cit., him. 78-79,
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Pada bab ketiga pembahasan akan lebih dikerucutkan pada obyek
penelitian ini, yakni gambaran umum tentang Majelis Mujahidin Indonesia
(MMI). Sebagai sebuah entitas politik, kelahiran MMI tidak bisa dilepaskan dari
faktor-faktor yang melatarbelakangi kelahirannya. Faktor-faktor tersebut
diantaranya adalah perfama, pemahaman keagamaan Abu Bakar Ba’asyir,
sendimentasi gerakan Islam di Indonesia, kemunduran Islam dan penetrasi
kekuatan global pada negara muslim. Pembahasan selanjutnya adalah karakter
perjuangan yang dilakukan MMI. Pembahasan tentang karakter perjuangan ini
dilakukan untuk memetakan secara global MMI dibandingkan kelompok Islam
politik selain lain yang sejenis. Pembahasan selanjutnya adalah dinamika MMI
sejak dideklarasikan dalam kongres Mujahidin [ pada tahun 2000. Pembahasan
tentang karakter dan dinamika MMI ini setidaknya memiliki relevansi untuk
menemukan strategi yang menjadi pilihan MMI dalam perjuangannya.

Bab keempat merupakan inti pembahasan, yakni analisis tentang MMI
dalam kontek politik Indonesia masa reformasi. Pertama-tama akan dibahas
tentang gagasan politik yang menjadi tema sental gerakan MMI, yaitu tentang
hubungan agama dan negara, negara Islam, syariat Islam, sistem demokrasi dalam
pandangan MMI: syuro, serta sistem pemerintahan menurut MMI: sistem
khilafah.. Analisis gagasan memiliki relevansi untuk membaca idealisme politik
yang diperjuangkan oleh MMI. Setelah membahas gagasan politik, pembahasan
akan lebih dikhususkan pada gerakan MMI dalam kontek politik MMI dalam
kontek politik masa reformasi. Pembahasan tentang gerakan MMI ini diarahkan
pada dua pola pembahasan, pertama adalah respon MMI atau bentuk partisipast
polittk MMI terhadap negara Indonesia yang dikategorikan oleh MMI sebagai
negara sekuler. Kedua adalah respon MMI terhadap rezim politik masa reformasi.

Pembahasan tentang respon terhadap rezim dilakukan untuk menganalisis respon
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MMI secara spesifik terhadap rezim politik yang memiliki tingkat intensitas dan
kualitas yang berbeda.

Bab kelima adalah bab penutup. Selain akan dipaparkan kesimpulan yang
berhasil ditemukan dalam penelitian, bab terakhir ini juga berisi tentang saran-
saran yang cukup relevan untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian serta

penutup.



BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Reformasi yang bergulir sejak 1998 merupakan periode transisi politik
Indonesia. Masa transisi ini ditandai dengan munculnya gejolak politik sebagai
akibat respon kritis beberapa segmen masyarakat yang tidak sepakat dengan
realitas negara, atau disebut juga periode resiprokal-kritis, utamanya dari kalangan
Islam politik yang memiliki pandangan ideologis berbeda dengan négara.

Gejolak politik yang terjadi di masa ini adalah implikasi konkret dari
negara yang tidak pernah dengan jelas menyatakan dirinya sebagai negara Islam
atau negara sekuler. Oleh karena itu, sebuah kewajaran jika pertarungan ideologis
yang terjadi merupakan pengulangan sejarah politik Indonesia, yang sempat
terendap karena otoritarianisme rezim politik Orde Lama dan Orde Baru.

Terkait dengan gerakan MMI, setidaknya terdapat beberapa kesimpulan
yang bisa ditampilkan dalam penelitian ini. Pertama adalah tentang struktur,
karakter serta gagasan politik MML. Jika dilihat dari strukturnya, MMI merupakan
kelompok kepentingan non-asosiasional sekaligus kelompok kepentingan
institusional. Pengelompokan ini didasarkan pada argumen Gabriel Almond yang
menyatakan bahwa kelompok non-asiasional merupakan kelompok yang masih
didominasi oleh sentimen masyarakat tradisional, yaitu agama. Sedangkan,
sebagai kelompok institusional, MMI merupakan organisasi yang sudah
terstruktur secara rapi dalam sebuah organisasi formal.

Karakter perjuangan islamisasi yang dilakukan MMI bisa dikategorikan
sebagai islamisasi yang bersifat internasional, yaitu internasionalisasi Islam yang
dilakukan dengan cara mengembalikan sistem khilafah islamiyyah. Sedangkan

muatan/konten, Islamisasi yang dilakukan MMI berisifat “ekslusif-simbolik”,

191
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yakni Islamisasi yang dilakukan dengan pemaknaan ekslusif dan memiliki watak
yang simbolik. Oleh karena itu, Islam yang dimaksudkan oleh MMI adalah Islam
yang dimaknai secara literer dengan tidak mempertimbangkan aspek
kontekstualitas, sehingga Islam harus dimaknai sebagai agama politik, yakni harus
diterapkan oleh negara.

Jika ditinjau dari aspek gagasan politik, gagasan MMI bercorak
fundamentalistik. Pandangan yang fundamentalistik ini sesungguhnya berbeda
dengan realitas politik Indonesia. Oleh karena itu, pandangan MMI yang bercorak
fundamentalistik ini merupakan cerminan dari gagasan politik yang beroposisi
dengan negara yang bersifat ideologis.

Pandangan politik MMI vyang bercorak fundamentalistik sekaligus
beroposisi meliputi gagasan MMI tentang agama dan negara, yaitu, perfama,
MMI berkeyakinan bahwa Islam mengatur persoalan negara. Argumen ini
didasarkan pada konsepsi bahwa Islam telah mengatur semua sendi kehidupan
manusia, dari masalah duniawi sampai ukhrawi. Oleh karena itu, Islam bagi MMI
adalah entitas yang tidak bisa dipisahkan dari negara (a/-Is/lam huwa al-din wa al-
dawlah).

Kedua, pandangan penyatuan agama dan negara ini pada akhirnya
mensyaratkan kedaulatan agama, yakni berupa negara Islam. Sekalipun MMI,
tidak menyebutkan misinya untuk mendirikan negara Islam, namun argumen
politik MMI tentang islamisasi konstitusi melalui penerapan syariat Islam
merupakan bukti nyata keinginan MMI untuk mendirikan negara Islam.

Ketiga, pandangan MMI tentang pelaksanaan syariat Islam yang harus
diterapkan secara kaffuh (komperhensif) sebagai bukti ketertundukan manusia
kepada Tuhan-nya, dan barang siapa yang tidak melasanakan syarat Islam ini,

maka hukumnya adalah murtad. Pedoman pelaksanaan syariat Islam secara kaffah



193

ini adalah dengan melaksanakan apa yang tercantum dalam al-Qur’an dan hadits,
mulai dari ibadah yang bersifat personal hingga kolektif Oleh karena itu,
mendaulatkan agama pada level negara juga menjadi prioritas utama perjuangan
MMI. Dalam konteks ini, MMI menempuh jalur islamisasi konstitusi, yaitu
dengan mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi
“kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya” serta melakukan
islamisasi Peraturan Daerah (perda) atau yang dikenal juga sebagai Perda syariat.

Keempat, syuro sebagai sistem pengelolaan negara menurut MMI tidak
boleh memperdebatkan aturan hukum yang sudah dengan jelas disebutkan dalam
al-Quran dan hadits. Sywro hanya boleh membahas hal-hal yang belum
dijelaskan, atau penjelasannya masih interpretable, dalam al-Qur’an maupun
hadits. Kebijakan yang ditetapkan dalam syuwro tidak boleh bertentangan dengan
syariat Islam, sekalipun kebijakan tersebut disetujui dengan suara mayoritas.
Maka segala kebijakan yang ditetapkan dalam syuro harus di bawah bimbingan
al-Qur’an dan hadits. Hal ini merupakan inti kedaulatan Tuhan dalam gagasan
MMI tentang syuro yang bertentangan dengan prinsip dalam demokrasi.

Kelima, gagasan politik tentang khi/afah. MMI berkeyakinan bahwa Islam
harus diejawantahkan dalam sistem kekuasaan trans-nasional yang melintasi sekat
geografis, budaya, bahasa, serta menafikan nasionalitas. Keenam, MMI
berkeyakinan kepemimpinan perempuan adalah haram. Pandangan ini jelas sangat
bertentangan dengan realitas demokrasi Indonesia masa reformasi yang
menghendaki Megawati sebagai presiden.

Kesimpulan kedua dari penelitian ini adalah terkait dengan bentuk serta
resolusi konflik ideologis MMI dan negara. Dalam perpektif fungsionalisme
setiap konflik yang terjadi tidak berhenti pada situasi perang total antara kubu

oposisi dan kelompok dominan, akan tetapi kondisi yang konfliktual tersebut akan
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memunculkan bargaining antara kelompok dominan dan kelompok oposisi. Salah
satu prasyarat untuk mewujudkan bargaining tersebut adalah dengan melakukan
demokratisasi, yang berarti membuka saluran-saluran politik untuk menampung
aspirasi yang ada agar aspirasi tersebut tidak dilakukan dengan cara-cara anarkis.
Model resolusi ini disebutkan oleh Dahrendorf sebagai resolusi demokratis.
Model resolusi ini juga merupakan makna inti dari reformasi politik Indonesia
yang dimulai pada tahun 1998.

Yang perlu diperhatikan dalam resolusi demokratis, bahwa setiap element
konflik, utamanya bagi negara, adalah kemauan untuk membuka saluran-saluran
politik bagi MMI agar aspirasi politik mereka mampu diaspirasikan dalam koridor
demokrasi. Saluran tersebut bisa dilakukan melalui lembaga eksekutif maupun
legislatif.

Terkait gerakan MMI pada masa reformasi, maka dapat disimpulkan
bahwa sebagai kelompok oposisi, resistensi yang dilakukan MMI masih
menggunakan isu politik lama, yakni pengembalian isi Piagam Jakarta sebagai
agenda utama untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Demikian pula
dengan program Otonomi Daerah, MMI menggunakan program tersebut sebagai
salah satu cara untuk menerapkan syariat Islam melalui Peraturan Daerah. Yang
harus digarisbawahi dari penerapan syariat Islam yang dilakukan MMI adalah
penerapan syariat adalah prakondisi yang diperlukan bagi MMI untuk
mewujudkan program politik mereka yang lain, termasuk untuk mewujudkan
khilafah islamiyyah sebagai tujuan jangka panjangnya.

Sementara itu, ditemukan pula bahwa pola resistensi MMI —berdasarkan
pada argumentasi Jhon L. Esposito- terhadap negara adalah pertama, bentuk

oposisi yang bekerjasama dengan beroperasi dalam sistem politik yang ada. Hal
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ini terbukti dengan cara-cara lobi politik serta usulan kepada negara, baik melalui
lembaga eksekutif maupun legislatif, yang dilakukan MMI.

Kedua, oposisi yang berpartisipasi aktif dalam pemerintahan melalui
aliansi atau koalisi dengan kekuatan-kekuatan politik. Bentuk ini dibuktikan —
salah satunya adalah- dengan konsep fansig/aliansi yang menjadi model gerakan
terbuka bagi semua gerakan Islam yang lain. Bukti yang lain adalah peran aktif
MMI dalam melakukan aliansi politik dengan element politik lain untuk bersama-
sama melakukan tuntutan penerapan syariat Islam.

Oleh karena itu, tidak berlebihan Jika dikatakan bahwa pandangan politik
MMI yang berbeda secara ideologis dengan negara, tidak menjadikan MMI
bersikap revolusioner terhadap sistem politik yang berlaku di Indonesia, bahkan
MMI mampu mengintegrasikan strategi politiknya dalam sistem yang ada. Namun
demikian, potensi untuk revolusioner tetap melekat pada gerakan MMI. Potensi
tersebut akan sangat dipengaruhi kondisi lingkungan gerakan mereka, artinya jika
saluran politik tidak lagi ditemukan oleh MMI, maka potensi untuk bersikap
revolusioner juga akan semakin besar.

Secara khusus tentang respon MMI terhadap rezim masa reformasi, dapat
disimpulkan bahwa pola resistensi MMI terhadap rezim menunjukkan pola
sebagai berikut: jika paham politik MMI tidak mampu ditampung oleh rezim,
maka MMI akan bersikap tegas terhadap kekuasaan, dan sebaliknya jika paham
politik tersebut diakomodir, MMI akan menunjukkan sikapnya yang akomodatif
terhadap rezim.

Beberapa sikap akomodatif rezim yang dapat diterima MMI diantargnya
adalah sikap politik negara yang tidak setuju atau bahkan mengecam sikap politik
kelompok yang diindentifikasi sebagai “musuh” bagi MMI, yaitu Amerika dan

sekutunya. Seperti kecaman rezim atas tindak penyerangan Amerika dan
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sekutunya ke Afghanistan dan Irak. Dalam kasus ini, MMI menunjukkan sikapnya
yang loyal terhadap rezim. Sikap rezim yang ingin melepas dari ketergantungan
asing juga mendapat respon yang posistif dari MMI. Demikian pula sikap rezim
yang tidak represif (quasi-represif}-atau setidaknya memberi ruang aspirasi-
terhadap MMI, maka MMI akan menunjukkan sikap politik yang juga
akomodatif.

Sebaliknya, jika rezim menunjukkan kebijakan yang tidak sesuai atau
bertentangan dengan gagasan politkk MMI, maka MMI akan bersikap keras
terhadap rezim. Hal ini tampak dalam beberapa kasus politik Indonesia masa
reformasi, yaitu: pengangkatan presiden perempuan, sikap negara yang dinilai
memberi ruang kepada “musuh” MMI untuk mengintervensi kondisi sosial politik
Indonesia.

Pola tersebut secara nyata dapat terbaca melalui respon MMI terhadap
rezim politik masa reformasi, yaitu, pertama, sikap akomodasi MMI terhadap
rezim Habibie. Hal ini disebabkan sikap rezim yang juga akomodatif terhadap
Islam. Kedua, sikap oposisi yang keras terhadap rezim Abdurrahman Wahid.
Sikap oposisi yang keras ini disebabkan karena sikap Wahid yang dianggap
bertentangan dengan aspirasi umat Islam. Ketiga, sikap oposisi lunak/loyal
terhadap rezim Megawati. Oposisi lunak ini disebabkan karena Mega cenderung
diam dan tidak banyak melontarkan pernyataan-pernyataan yang memojokkan
umat Islam. Keempat, sikap oposisi yang loyal juga ditunjukkan terhadap rezim
Susilo Bambang Yudhoyono. Loyalitas terhadap rezim SBY karena MMI
memandang rezim ini mampu mengakomodir aspirasi umat Islam, yang salah
satunya adalah dibuktikan dengan melakukan aliansi dengan beberapa kelompok

Islam, seperti PKS dan PBB.
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Dengan membaca realitas oposisi yang dilakukan MMI terhadap negara,
maka tepat kiranya jika Dahl dalam tesisnya menyebutkan bahwa intensitas dan
kualitas sikap oposisi terhadap negara “separuh dipengaruhi oleh tingkat
akomodasi rezim terhadap kelompok oposisi”. Setidaknya, tesis Dahl ini telah

terbukti dengan sikap oposisi MMI terhadap negara.

B. Saran-Saran

Penyusun menyadari bahwa penelitian ini belum cukup mampu
menjelaskan permasalahan secara komprehensif, karena keterbatasan akses
terhadap referensi dan sumber data yang dibutuhkan, serta kemampuan penyusun
dalam melakukan penelitian. Untuk itu, kiranya perlu dilanjutkan dan
dikembangkan lebih jauh studi mengenai hubungan kelompok oposisi Islam
terhadap negara secara lebih utuh dan memadai.

Atas kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun
mengharapkan masukan dan kritik dari pihak manapun demi perbaikan kualitas

penelitian dan penyusunan skripsi ini.

C. Penutup

Alhamdulillah dengan izin-Nya telah selesai penulisan skrpsi ini, semoga
skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi para pembaca. Amien.
Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih
ada kekurangan, kesalahan, dan kelemahan, karena itu saran, komentar, dan kritik
yang konstruktif selalu diharapkan. Skripsi ini hanya sebuah langkah awal yang

perlu ditindaklanjuti dalam penelitian-penelitian selanjutnya.
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PEMERINTAH PROPINS| DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(BAPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. :243.- 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor:07.0/ 2263
Membaca Surat : Dekan Fak Ushuludin - IAIN "SUKA" YkNomor :INFUDUITL.03/24/2005
Tanggal : 31 Maret 2005 Perihal : ljin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri.

2. Keputusan Gubernur Daerah [stimewa Yogyakarta No. 162 Tahun 2003
tentang Pemberian Izin/Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Pendataan
di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Diijinkan kepada

Nama © SYAIFUDIN ZUHRI No.Mhs./NIM: 00540307-
Alamat Instansi  © Ji. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul - GERAKAN CPOSISI ISLAM MASA REFORMASI (Studi Kasus Gerakan

Majelis Mujahidin Indonesia)

Lokasi Kota Yogyakarta

Waktunya - Mulaitanggal ¢ April 2005 s/d 25 Juli 2005

Dengan Ketentuan

1. Terlebih dahuly menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati/
Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;

Wajib menjaga tala lertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;

Waijib memberi laporan hasil peneliliannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

(Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

4. ljinini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah

dan hanya diperlukan untyk keperluan ilmiah:

Surat fjin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;

8. Suratijininidapaldibala!kan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut

LM

n

Kemudian diharapkan para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yih. : Dikeluarkan di : Yogyakarta
1. GubernUf Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal 25 April 2005
( Sebagai Laporan ) e
2. Wallikota Yogyakartg C.q. Ka. Bappeda: A.n. GUBERNUR
3. Ka. Kanwil Dep. Agama DIY: DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
4. KAJATI DIY; KEPALA BAPEDA PROPINS| DIY
5. Dekan Fak. Ushuludin - IAIN"SUKA" Yk:
6. Pertinggal us. KEPALA' _B!DANG PENGENDALIAN

Ir. NANANG SUWAND|
NIP. 490 022 448




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kenari 56 Telp. 515207, 515865, 515866 Pesawat 153, 154, Fax. 554432

YOGYAKARTA KODE POS 55165
EMAIL : bappeda@jogja.go.id; EMAIL INTRANET : bapoda@inlra.)ogja.go.ld

HOTLINE SMS : 081 2278 0001, 2740; HOTLINE TELP : (0174) 555242; HOTLINE EMAIL : upik@jogja.go.id
SURAT KETERANGAN / IJIN .

070/883
Dasar Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala daerah istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/2263 Tanggal . 25/04/2005
Mengingat © 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Yogyakarta

Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor - 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukkan Pendataan / Penelitian

2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor - 38/1.2/2004

Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN
IPKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Diijinkan Kepada  Nama © Syaifudin Zuhri NO MHS / NIM - 0054030/
Pekerjaan - Mahasiswa Fak. Ush. - UIN SUKA
Alamat o JI Marsda Adisucipto, Yogyakatia
Penanggungjawab : Chumaidi S Romas, M.Hum
Keperluan . Melakukan penelitian dengan judul : GERAKAN OPOSIS|

ISLAM MASA REFORMASI (studi kasus Gerakan Majeiis
Mujahidin Indonesia)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarts
Waktu © 25/04/2005 Sampai 25/07/2005
Lampiran Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentyan “1. Wajib Member Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta)
2. Waijib Menjaga Tata tertib dan mentaatai ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. ljin ini tidak dislahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggy kesetabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperiuan ilmiah
4. Surat {jin ini sewakty-wakty dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi
bantuan seperlunya
Dikeluarkan di Yogyakrta
Tanda tandan Pada Tanggal - 02/05/200}5
Pemegang lzin A.n. Walikota Yogyakarta
.Kepala Bappeda
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Amir Mujahidin

Wakil Amir Mujahidin
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Dep. Da’wah dan Tarbiyy

Ketua Il

Dep. Siyasah dan Tathiq Syari’ah

Sekretaris

Dep. Data dan Informasi

Dep. Hubungan antar Mujahid

| Ketua II

Ketua Umum
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Umuﬂ.@ﬁ&wg dan Kaderisasi

Bendahara

Ketua 1l

Dep. An-Nisg’

Dep. Ekonomi dan Kesejahteraan Umat




STRUKTUR WAWANCARA:

Judul : Gerakan Oposisi Islam Masa Reformasi
(Studi Kasus Gerakan Majelis Mujahidin Indonesia)

1. Konsep pokok dan implementasi gerakannya:
> Hubungan agama dan negara
Negara (bentuk, wilayah)
Syariat Islam

>
>
> Syuro versus Demokrasi
> Khilafah
> Isu kepemimpinan politik nasional
2. Tentang Organisasi

> Perkembangan

> Nilai Gerakan nasional dan daerah

3. Isu politik Indonesia;
> Syariat Islam di daerah serta isu politiknya, misal Piagam Jakarta

dan otonomi daerah

4. Respon pemerintah terhadap kelompok Islam
» Pandangan terhadap kelompok Islam
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